
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan
Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan
Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain
dikenakan bea masuk dapat dikenakan bea masuk
antidumping jika harga ekspor dari barang yang diimpor
lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan
kerugian;

b. bahwa Menteri Keuangan telah menetapkan pengenaan
bea masuk tindakan antidumping terhadap impor produk
H Section dan I Section dari Negara Republik Rakyat
Tiongkok melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor
24jPMK.OI0j2019 tentang Pengenaan Bea Masuk
Antidumping terhadap Impor Produk H Section dan I
Section dari Negara Republik Rakyat Tiongkok yang telah
berakhir masa berlakunya;

c. bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan Komite
Antidumping Indonesia membuktikan bahwa dumping
atas impor barang H Section dan I Section dari Republik
Rakyat Tiongkok yang menyebabkan kerugian bagi
industri dalam negeri masih berlanjut, sehingga
pengenaan bea masuk antidumping perlu dilakukan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang­
Undang Nomor 17 Tahun 2006 ten tang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping
Terhadap Impor Produk H Section dan I Section dari
Republik Rakyat Tiongkok;
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Pasa12
Terhadap impor produk berupa:
1. H Section dari besi atau baja bukan paduan yang tidak

dike:rjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik
panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm (delapan
puluh milimeter) atau lebih, yang masuk dalam pos
tarif 7216.33.11 dan 7216.33.19; dan

2. I Section dari besi atau baja bukan paduan yang tidak
dikerjakan lebih lanjut se1ain dicanai panas, ditarik
panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm (delapan
puluh milimeter) atau lebih, yang masuk dalam pos
tarif 7216.32.10 dan 7216.32.90,

Pasall
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Bea
Masuk Antidumping adalah pungutan negara yang dikenakan
terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian.

MEMUTUSKAN:
PERATURANMENTERI KEUANGANTENTANG PENGENAAN
BEA MASUKANTIDUMPINGTERHADAP IMPOR PRODUK H
SECTION DAN I SECTION DARI REPUBLIK RAKYAT
TIONGKOK.

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 ten tang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan
Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.Ol/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031) sebagaimana te1ah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.Ol/2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
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Pasal7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sete1ah 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak tanggaldiundangkan.

Pasal6
Peraturan Menteriini berlaku selama 5 (lima)tahun terhitung
sejak tanggalberlakunya Peraturan Menteriini.

Pasal5
(1) Besaran BeaMasukAntidumpingsebagaimanadimaksud

dalam Pasal 3 berlaku terhadap barang impor H Section
dan I Section yang:
a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah

mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean
tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal
penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan
pengajuan pemberitahuan pabean; atau

b. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor
pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean,
dalam hal penyelesaiankewajibanpabean dilakukan
tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.

(2) Pemasukan darr/atau pengeluaran barang ke dan dari
kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas,
tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi
khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan
danZatau pengeluaran barang ke dan dari kawasan
perdagangan bebas dan pe1abuhan bebas, tempat
penimbunan berikat, atau kawasan ekonomikhusus.

Pasa14
(1) Pengenaan Bea Masuk Antidumping sebagaimana

dimaksud dalam Pasal2 merupakan tambahan dari:
a. bea masuk umum (most favoured nation); atau
b. bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau

kesepakatan internasional,
yang te1ahdikenakan.

(2) Dalamhal ketentuan dalam perjanjian atau kesepakatan
internasional tidak terpenuhi, pengenaan Bea Masuk
Antidumpingatas importasi dari negara yang termasuk
dalam perjanjian atau kesepakatan internasional
sebagaimanadimaksud pada ayat (1)huruf b merupakan
tambahan dari bea masuk umum (mostfavoured nation).

Pasa13
Pengenaan Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dikenakan untuk se1uruheksportir di Republik
Rakyat Tiongkok dengan besaran 11,93% (sebelas koma
sembilanpuluh tiga persen).

yang berasal dari RepublikRakyat Tiongkok,dikenakan Bea
MasukAntidumping.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 9 Oktober 2024 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 18 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 ttd. 
ASEP N. MULYANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 761 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Kepala Biro Umum 

u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian 

Ditandatangani secara elektronik 
PURNOMO 
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